BANGGAR DPRD LANGKAT MINTA PEMKAB PERTAHANKAN OPINI WTP

Sumber gambar: https://waspada.co.id/

STABAT, Waspada.co.id — Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Langkat meminta Pemerintah Kabupaten dapat mempertahankan opini wajar
tanpa pengecualian pada laporan keuangan Tahun Anggaran 2021 yang dikeluarkan
Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Utara.

Artinya, Banggar DPRD Langkat menyarankan agar Bupati, Terbit Rencana dapat
mempertahankan opini tersebut pada Tahun depan.

“Kami juga meminta pembinaan pemberdayaan terhadap Kampung KB dan
Bumdes yang telah di dirikan dapat memberi dampak positif untuk desa. Begitu juga
dengan bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Tanjungpura, diminta dapat lebih baik lagi
dan peningkatan pelayanan serta kenyaman pasien,” ujar Juru Bicara Banggar DPRD
Langkat, Pujianto dalam penyampaian hasil kerja Banggar DPRD sekaligus membahas
laporan pertanggungjawaban APBD 2020 bersama Kepala OPD, Rabu (14/7).

DPRD Langkat juga telah mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah LPJ APBD
Langkat 2020 menjadi Perda, ini ditandai dengan ketuk palu sidang Ketua DPRD
Langkat, Sribana Perangin-angin melalui rapat paripurna.

Pengesahannya juga ditandai penandatanganan Surat Keputusan dan Berita Acara
Persetujuan Bersama Bupati Langkat Terbit Rencana PA, dan Ketua DPRD Langkat,
tentang Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Langkat TA 2020. Bupati
menyambut baik semua saran, masukan dan rekomendasi dari Banggar maupun dari
fraksi-fraksi di DPRD Langkat.

Bupati mengucapkan terima kasih kepada DPRD Langkat karena telah
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melaksanakan amanah konstitusi demi memberhasilkan penyelenggaraan pemerintahan.
Bupati berpesan, perangkat daerah dapat terus bekerja keras dan mengawasi secara ketat
pelaksanaan program kegiatan pada Perda, di masing-masing instansi.

“Saya berpesan kepada OPD untuk dapat bekerja secara maksimal,” serunya. la
juga menyampaikan, pada TA 2021 di masa pandemi covid-19, masih banyak agenda
tugas yang harus diselesaikan bersama legislatif. “Maka kita semua harus lebih serius

menyelesaikan program dan kegiatan yang dijadwalkan,

Sumber Berita:
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Catatan:
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara

Pasal 1 angka 11 dan 12

11. Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai
tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

12. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya,
yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan
tindakan dan/atau perbaikan.

Pasal 4 ayat (1) dan (2)

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan
keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

(2) Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan.

Pasal 16 ayat (1) dan (4)

(1) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.

(4) Tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan,
kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa, dimuat atau dilampirkan pada laporan
hasil pemeriksaan.
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Penjelasan Pasal 16 ayat (1)

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi
keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i)
kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan
(adequate disclosures), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
(iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat
diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (unqualified
opinion), (ii) opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), (iii) opini tidak
wajar (adversed opinion), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer
of opinion).

Pasal 17 ayat (2) dan (3)

(2) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah
disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah
menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.

(3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya.

Pasal 20

(1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.

(2) Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak
lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.

(3) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil
pemeriksaan diterima.

(4) BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(5) Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

(6) BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.
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2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Pasal 6 ayat (1) dan (3)

(1) BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara
lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum,
Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola
keuangan negara.

(3) Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan
pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pasal 7 ayat (1)
BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8 ayat (1), (2), dan (5)

(1) Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada
Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberitahukan secara tertulis oleh Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota kepada
BPK.

(5) BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh
pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan hasilnya diberitahukan secara
tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemerintah.

3. Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 1 angka 1 dan 2

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.
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Pasal 59

(1) Setiap Daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala
daerah.

(2) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah provinsi
disebut gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk Daerah kota
disebut wali kota.

Pasal 65 ayat (1) dan (2)
(1) Kepala daerah mempunyai tugas:

a.

memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;

memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan
Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta
menyusun dan menetapkan RKPD;

menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan
Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas
bersama;

mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk
kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan;

mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan

melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah
berwenang:

a.

mengajukan rancangan Perda;

b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
C.
d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat

menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;

dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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Pasal 91 ayat (1) dan (2) huruf d
(1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota dan
Tugas Pembantuan oleh Daerah kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas:
d. melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang
RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah.

Pasal 320

(1) Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang
telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan
setelah tahun anggaran berakhir;

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

laporan realisasi anggaran;

laporan perubahan saldo anggaran lebih;

neraca;

laporan operasional;

laporan arus kas;

laporan perubahan ekuitas; dan

catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan

keuangan BUMD.

(3) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

(4) Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas kepala daerah bersama DPRD
untuk mendapat persetujuan bersama.

(5) Persetujuan bersama rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(6) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala
daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
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Pasal 322

(1) Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan peraturan bupati/wali kota
tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan
oleh bupati/wali kota paling lama 3 (tiga) Hari disampaikan kepada gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi.

(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap
rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk menguji kesesuaiannya dengan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD
dan/atau Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan APBD, peraturan
bupati/wali kota tentang penjabaran APBD dan/atau peraturan bupati/wali kota
tentang penjabaran perubahan APBD serta temuan laporan hasil pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan.

(3) Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
kepada bupati/wali kota paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak
diterimanya rancangan Perda Kabupaten/Kota dan rancangan peraturan
bupati/wali kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi
rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD sudah sesuai dengan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD dan/atau
Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan APBD dan telah menindaklanjuti
temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, bupati/wali kota
menetapkan rancangan Perda Kabupaten/Kota dimaksud menjadi Perda
Kabupaten/Kota.

(5) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi
rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD bertentangan dengan Perda tentang APBD dan/atau Perda
Kabupaten/Kota tentang perubahan APBD serta tidak menindaklanjuti temuan
laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, bupati/wali kota
bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung
sejak hasil evaluasi diterima.

(6) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota dan DPRD,
dan bupati/wali kota menetapkan rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi Perda Kabupaten/Kota,
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gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat membatalkan seluruh atau sebagian
isi Perda Kabupaten/Kota dimaksud.

Pasal 323

(1) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dari kepala daerah, DPRD tidak
mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan Perda
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kepala daerah menyusun dan
menetapkan Perkada tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

(2) Rancangan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah
memperoleh pengesahan dari Menteri bagi Daerah provinsi dan gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Daerah kabupaten/kota.

(3) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Rancangan Perkada tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta
lampirannya disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak DPRD tidak
mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan Perda
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

(4) Apabila dalam batas waktu 15 (lima belas) Hari Menteri atau gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat tidak mengesahkan rancangan Perkada sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), kepala daerah menetapkan rancangan Perkada
dimaksud menjadi Perkada.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah

Pasal 194

(1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang
telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja
dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun
anggaran berakhir.

(2) Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas Kepala Daerah bersama DPRD
untuk mendapat persetujuan bersama.

(3) Persetujuan bersama rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
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(4) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala
Daerah menyiapkan rancangan Perkada  tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 196
(1) Rancangan Perda kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada kabupaten/kota
tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan
kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari
terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Perda kabupaten/kota tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan
oleh bupati/wali kota.

(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap
rancangan Perda kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD dan rancangan Perkada kabupatenlkota tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk menguji kesesuaian dengan Perda kabupaten/kota tentang APBD, Perda
kabupaten/kota tentang perubahan APBD, Perkada kabupaten/kota tentang
penjabaran APBD, Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran perubahan
APBD, dan/atau temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

(3) Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur sebagai wakit Pemerintah Pusat
kepada bupati/wa-li kota paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak
diterimanya rancangan Perda kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD dan rancangan Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi
rancangan Perda kabupaten/ kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD dan rancangan Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan Perda
kabupaten/kota tentang APBD, Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD,
Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran APBD, Perkada kabupatenlkota
tentang penjabaran perubahan APBD, dan telah menindaklanjuti temuan laporan
hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, bupati/wali kota menetapkan
rancangan Perda kabupaten/kota menjadi Perda kabupaten/kota dan rancangan
Perkada kabupaten/kota menjadi Perkada kabupaten/ kota.

(5) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi
rancangan Perda kabupate/ kota tentang pertanggungiawaban pelaksanaan
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APBD dan rancangan Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan dengan Perda
kabupaten/kota tentang APBD, Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD,
Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran APBD, Perkada kabupaten/kota
tentang penjabaran perubahan APBD, dan/atau tidak menindaklanjuti temuan
laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, bupati/walikota bersama
DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil
evaluasi diterima.

(6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota dan DPRD dan bupati/wali kota menetapkan
rancangan Perda kabupaten/ kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD menjadi Perda kabupaten/kota dan rancangan Perkada kabupatenlkota
tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi Perkada
kabupaten/kota, gubernur mengusulkan kepada Menteri, selanjutnya Menteri
mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan pemotongan Dana Transfer
Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 197

(1) Dalam hal dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Perda
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dari Kepala Daerah, DPRD
tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan
Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Kepala Daerah
menJrusun dan menetapkan Perkada tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD.

(2) Rancangan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah
memperoleh pengesahan dari Menteri bagi Daerah provinsi dan gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Daerah kabupaten/kota.

(3) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) rancangan
Perkada tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya
disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil
keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

(4) Dalam hal dalam batas waktu 15 (lima belas) hari Menteri atau gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat tidak mengesahkan rancangan Perkada sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah menetapkan rancangan Perkada tersebut
menjadi Perkada.
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4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 1 angka 9 dan 10

9. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda yang
diatur sesuai dengan undangundang di bidang Pemerintahan Daerah dan
peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan
kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

10. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah bentuk pertanggungjawaban
pengelolaan keuangan daerah selaku entitas pelaporan selama suatu periode
pelaporan.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini:

a. memberi pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan evaluasi
rancangan Perda dan rancangan Perkada; dan

b. Perda dan Perkada yang ditetapkan agar sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a. evaluasi rancangan Peraturan Daerah provinsi dan evaluasi rancangan peraturan
gubernur; dan

b. evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota dan evaluasi rancangan
peraturan bupati/walikota.

Pasal 20

(1) Rancangan Perda kabupaten/kota yang telah disetujui bersama antara
bupati/wali Kota dan DPRD kabupaten/kota dan rancangan peraturan
bupati/wali kota sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota, paling lambat 3 (tiga)
Hari kerja, disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi.

(2) Penyampaian rancangan Perda kabupaten/kota dan rancangan peraturan
bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan
dokumen pendukung.
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(3) Penyampaian rancangan Perda kabupaten/kota dan rancangan peraturan
bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk lampiran
rancangan Perda kabupaten/kota dan lampiran rancangan peraturan bupati/wali
kota.

Pasal 21

(1) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), paling
sedikit terdiri atas:

a. surat bupati/wali kota mengenai penyampaian rancangan Perda kabupaten/kota
dan rancangan peraturan bupati/wali kota;

b. surat bupati/wali kota kepada DPRD kabupaten/kota mengenai penyampaian
rancangan Perda kabupaten/kota untuk dibahas bersama;

C. persetujuan bersama antara bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota
terhadap rancangan Perda kabupaten/kota;

d. risalah rapat paripurna DPRD Kabupaten/Kota atas pembahasan rancangan
Perda kabupaten/kota; dan

e. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang meliputi Laporan Hasil Pemeriksaan
atas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Intern, dan Kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan.

(2) Jenis dan jumlah lampiran rancangan Perda provinsi dan rancangan peraturan
gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) yang
disampaikan sebagai bagian dari dokumen evaluasi berlaku mutatis mutandis
terhadap jenis dan jumlah lampiran rancangan Perda kabupaten/kota dan
rancangan peraturan bupati/wali kota.

Pasal 23

Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota dan
rancangan peraturan bupati/wali kota, gubernur dapat meminta penjelasan kepada
bupati/wali kota.

Pasal 24

Hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota dan rancangan peraturan
bupati/wali kota ditetapkan dengan Keputusan gubernur.
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Pasal 25

Keputusan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disampaikan kepada
bupati/wali kota paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya
rancangan Perda kabupaten/kota dan rancangan peraturan bupati/wali kota.

Pasal 26

(1) Dalam hal gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota
dan rancangan peraturan bupati/wali kota sudah sesuai dengan Perda
kabupaten/kota tentang APBD dan/atau Perda kabupaten/kota tentang
perubahan APBD dan telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan
BPK, Bupati/Walikota menetapkan rancangan Perda kabupaten/kota menjadi
Perda dan rancangan peraturan bupati/wali kota menjadi peraturan bupati/wali
kota.

(2) Dalam hal gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota
dan rancangan peraturan bupati/wali kota bertentangan dengan Perda
kabupaten/kota tentang APBD dan/atau Perda kabupaten/kota tentang
perubahan APBD dan tidak menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan
BPK, bupati/wali kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7
(tujuh) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya hasil evaluasi diterima.

Pasal 27

(1) Gubernur memberikan nomor register terhadap rancangan Perda kabupaten/kota
yang telah sesuai atau yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26.

(2) Tata cara pemberian nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

(1) Penetapan rancangan Perda kabupaten/kota dan rancangan peraturan bupati/wali
kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Bupati/wali kota wajib menyampaikan Perda kabupaten/kota dan peraturan
bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur paling
lama 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkan.

(3) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota dan DPRD,
dan bupati/wali kota menetapkan rancangan Perda kabupaten/kota menjadi perda
dan rancangan peraturan bupati/wali kota menjadi peraturan bupati/wali kota,
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gubernur membatalkan seluruh atau sebagian isi Perda kabupaten/kota dan
peraturan bupati/wali kota dimaksud.

(4) Pembatalan seluruh atau sebagian isi Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

(1) Gubernur melaporkan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan bupati/wali
kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada
Menteri.

(2) Penyampaian laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
lambat 7 (tujuh) hari setelah hasil evaluasi ditandatangani oleh gubernur.
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